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Kegiatan perekonomian yang dijalankan 
oleh masyarakat senantiasa mengarah kepada 
suatu upaya untuk dapat mewujudkan pe-
me nuhan kebutuhan hidupnya. Kehidupan 
perekonomian masyarakat bergerak kearah 
perubahan yang seiring dengan dengan pe-
rubahan masyarakat akan kebutuhan hi-
dupnya. Perubahan-perubahan yang de-
mi kian itu berpengaruh secara signifikan 
ter hadap perubahan ekologis. Perubahan 
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Abstrak
object of this research addresses the problem of green constitution concept management in 
supporting sustainable economic activities. This research applies normative law approach. 
The result shows that the character of green constitution concept management in running 
economic activities refers to the essence of human life in nation and state living context 
which is in line with the five basic principles keeping balance and harmonious relationship 
with nature. It is the implication of principles in running economic activities based on 
article 33 of Indonesia State constitution 1945 on forming economic law of Indonesia. 
hence, it has been a basic change on perception and national development concept which is 
integrated with sustainable development .As a result, that condition needs a new pattern 
towards the establishment of sustainable development economic law.
obyek kajian penelitian ini mengangkat permasalahan karakteristik pengaturan konsep 
konstitusi hijau (green constitution) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan 
ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan 
ekonomi sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan juridis normative. hasil penelitian menunjukan karakteristik pengaturan 
konsep green constitution dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat 
kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa 
menjaga hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. hal tersebut berimplikasi 
prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yaitu 
telah dilakukan perubahan yang mendasar pada cara pandang dan konsep pembangunan 
nasional yang terintegrasi sehingga dibutuhkan pola baru menuju penormaan hukum 
ekonomi berkelanjutan. 
Kata Kunci: Konstitusi Hijau (green constituton), prinsip Keberlanjutan, kegiatan 
Ekonomi.
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eko logis menurut Moh. Soerjani dapat secara 
ala miah maupun buatan karena interaksi se-
cara timbal balik antara makhluk hidup de-
ngan sesamanya termasuk dengan benda-
ben da disekitarnya.
Keperluan hidup manusia sangat ber gan-
tung kepada kekayaan alam yang tersedia di 
bumi sebagai sumber daya alam berupa air, 
udara dan tanah. Islam memberikan pan-
duan yang jelas bahwa sumber daya alam 
dan lingkungan merupakan daya dukung 
ling kungan bagi kehidupan manusia. oleh 
ka rena itu, dalam perspektif hukum Islam 
men jaga kelestarian alam dan lingkungan 
hu kumnya wajib.1 Al-qur’an menjelaskan 
se ca ra eksplisit hubungan antar manusia 
dan lingkungannya dalam surah al­Luqman 
ayat 202:
 
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah 
Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa 
yang di langit dan apa yang di bumi (sumberdaya 
alam) dan menyempurnakan untukmu nikmat-nya 
lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang 
membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang 
memberi penerangan.”
Berdasarkan arti pentingnya pemenuhan 
kebutuhan warga masyarakat untuk men-
da patkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat yang merupakan hak asasi dan hak 
konstitusional bagi setiap warga negara In-
do nesia sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 Amandemen Kedua. Pengaturan per lin-
dungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dalam konstitusi Negara adalah merupakan 
penegasan arti pentingnya keberlanjutan ke-
hi dupan manusia dalam menjalankan ke-
1Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan 
Perspektif Al-Qur’an, (Paramadina, Jakarta.: 2005), h. 
62.
2Muhammad Taufiq: AlQuran in MS­Word ver 
0.0.1
giatan ekonomi sebagaimana telah diatur 
da lam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Sesuai amanat konstitusi untuk me nge-
lola lingkungan hidup, maka pada tang gal 
3 oktober 2009 telah disahkannya Un dang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ling ku-
ngan Hidup. Salah satu pertimbangan di ke-
luarkannya undang-undang tersebut adalah 
diperlukannya penyempurnaan terhadap un-
dang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup karena di-
ha rapkan lebih menjamin kepastian hukum 
dan memberikan perlindungan terhadap hak 
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 
dari perlindungan terhadap keseluruhan 
eko sistem.
Perdebatan pengaturan kebijakan pere ko-
nomian nasional dan pengaturan hak kons-
ti tusional warga Negara dalam konstitusi 
su dah dimulai sejak akan dilahirkannya 
kons titusi sebagai dasar penyelenggaraan 
ke hi dupan bernegara dan berbangsa In do-
nesia. The founding fathers masing-masing 
te lah mengemukakan dasar­dasar filosofis 
pe nyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional 
dari pendapat/pandangan yang diajukannya 
dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan 
Republik Indonesia.3 Sejarah perdebatan ter-
ulang kembali setelah adanya upaya di la-
kukannya perubahan Undang-Undang Da sar 
1945 berkenaan dengan hak dan kewa ji ban 
konstitusional sebagaimana termuat da lam 
Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Da-
sar 1945.4 Berbagai ragam tipologi konst i-
t us ionalisasi ekonomi bermunculan yang 
sesuai dengan dinamika negara dalam men-
ja lankan kebijakan ekonominya maupun 
pe ngaturan hak konstitusional untuk men-
da patkan lingkungan yang baik dan sehat 
yang didasarkan pada dasar kehidupan ber-
ne garanya.5 
3Budiman Sinaga: hukum konstitusi, (Yoyakarta: 
Kurnia Kalam Semesta, 2005), h. 72
4Dahlan Thaib: Teori dan hukum konstitusi (Jakarta: 
Rajawali Pers, 1999), h. 34
5Ibid
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Konstitusi yang memuat hak kons ti tu si-
onal warga Negara maupun kebijakan dalam 
pe nyelenggaraan kegiatan ekonomi masing-
masing negara dapat dikualifikasikan ber­
dasarkan karakter sebagai negara liberal-
ka pitalistik, negara sosial-komunis dan 
ne ga ra-negara yang tidak menganut kedua 
pa ham tersebut. Sehubungan latar belakang 
masalah di atas maka, fokus kajian penelitian 
adalah karakteristik pengaturan konsep 
kons titusi hijau (green constitution) dalam 
men dukung penyelenggaraan kegiatan 
eko nomi yang berkelanjutan dan implikasi 
prin sip-prinsip penyelenggaraan kegiatan 
ekonomi sebagaimana yang termuat dalam 
UUD 1945 terhadap pembentukan hukum 
ekonomi pembangunan Indonesia.
Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup 
Dalam Islam
Menurut pandangan fiqh kehidupan 
ada lah sesuatu yang sangat mulia dan ber-
harga. Dalam diri setiap makhluk hidup 
ada sebuah kecenderungan naluri untuk 
mem pertahankan hidup. Manusia sebagai 
makhluk hidup yang paling mulia dan 
me miliki kelebihan dari makhluk lainnya 
karena dibekali oleh Allah akal untuk ber-
pikir ternyata tidak hanya mempunyai na-
luri untuk mempertahankan hidup ta pi 
juga mempunyai kesadaran untuk mem-
pertahankan hidup. Dari kesadaran dalam 
diri manusia itulah muncul dan berkembang 
daya pilih dan upaya yang menyebabkan 
perkembangan kebudayaan dan peradaban.
Islam mengajarkan bahwa umat manusia 
wajib melindungi keseimbangan ekosistem. 
Sebab melindungi keseimbangan ekosistem 
berarti melindungi optimasi daya dukung 
lingkungan bagi kehidupan. Sebaliknya, 
merusak keseimbangan ekosistem berarti 
merusak optimasi daya dukung lingkungan 
bagi kehidupan.6 Dijeaskan dalam surat al-
qamar ayat 49:
6Mujiyono Abdillah, Fikih lingkungan (Panduan 
Sosial Berwawasan Lingkungan), (Yogyakarta: UPP 
AMP YKPN, 2005), h.66
“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu 
(spesies) menurut ukuran (fungsi ekologis masing-
masing).”
Dan juga dalam surat al-Maidah ayat 32:
“oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi 
Bani israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seo-
rang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 
dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh 
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia 
Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-
rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah 
itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi.”
Ayat di atas menjelaskan bahwa mem bu-
nuh spesies tanpa alasan yuridis sama halnya 
dengan membunuh seluruh spesies. Dengan 
ungkapan lain menghilangkan salah satu 
komponen ekosistem sama halnya merusak 
keseimbangan ekosistem. Dan implikasi yu-
ridis ayat ini adalah manusia wajib menjaga 
kelestarian seluruh spesies dalam ekosistem. 
Sebab setiap spesies mempunyai fungsi eko-
logis masing-masing yang tidak bisa di gan ti-
k an oleh spesies lainnya.7
Konsep Pembangunan Berkelanjutan 
dan Berwawasan Lingkungan serta 
Berbasiskan Kerakyatan.
Pembangunan berkelanjutan dipo pu-
ler kan melalui laporan our Common Future 
(Masa Depan Bersama) yang disiapkan 
oleh World Comission on Environment and 
Development (Komisi Dunia tentang Ling-
7Mujiyono Abdillah: 68-69.
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kungan dan Pembangunan), pada tahun 1987 
yang diketuai oleh gro Harlem Bruntland. 
Dalam kata pengantar our Common Future, 
gro Bruntland menjelaskan bahwa secara 
khusus kerangka tugas dari sidang majelis 
PBB adalah; (1) mengusulkan strategi ling ku-
ngan jangka panjang untuk mencapai pem-
bangunan berkelanjutan mulai tahun 2000; (2) 
mengidentifikasikan bagaimana hubungan 
antar manusia, sumberdaya, lingkungan dan 
pembangunan dapat diintegrasikan dalam 
kebijakan nasional dan internasional.
Para anggota komisi meyakini bahwa 
suatu jalan baru untuk pembangunan perlu 
ditempuh, yaitu jalan yang akan membawa 
kemajuan kemanusiaan, tidak saja hanya 
di beberapa bagian dunia untuk sementara 
waktu, tapi untuk seluruh bagian dunia dan 
untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan 
persoalan lingkungan dunia telah ditetapkan 
sebagai isu utama pembangunan.
Pernyataan yang sering dikutip dari Komisi 
Bruntland adalah bahwa “pembangunan 
ber kelanjutan merupakan pembangunan yang 
dapat memenuhi kebutuhan saat kini tanpa 
mengorbankan kemampuan generasi mendatang 
untuk mencukupi kebutuhan mereka”. Dari 
pernyataan tersebut setidaknya ada dua 
konsep kunci, yaitu : (1) kebutuhan, khu-
sus nya kebutuhan para fakir miskin di ne-
gara berkembang, dan (2) keterbatasan dari 
teknologi dan organisasi sosial yang ber-
kaitan dengan kapasitas lingkungan untuk 
mencukupi kebutuhan generasi sekarang 
dan masa depan. Dengan demikian, pem-
ba ngunan berkelanjutan, sebagaimana di-
in terpretasikan oleh Komisi Bruntland, 
se sungguhnya berangkat dari konsep an tro-
posentrik, yang menjadikan manusia sebagai 
tema sentralnya.8
Komisi mengidentifikasikan tujuh tujuan 
penting untuk kebijakan pembangunan dan 
lingkungan, yaitu: (1) memikirkan kem-
bali makna pembangunan; (2) merubah 
ku alitas pertumbuhan (lebih menekankan 
pa da pembangunan daripada sekedar per-
tum buhan); (3) memenuhi kebutuhan dasar 
8Bruce Mitchell, h. 32
akan lapangan kerja, makanan, energi, air 
dan sanitasi; (4) menjamin terciptanya ke-
ber lanjutan pada satu tingkat pertumbuhan 
pen duduk tertentu; (5)mengkonservasi dan 
meningkatkan sumberdaya; (6) merubah 
arah teknologi dan mengelola resiko; (7) 
me madukan pertimbangan lingkungan dan 
eko nomi dalam pengambilan keputusan.9
Dari ketujuh tujuan kebijakan pem-
ba ngunan tersebut, ada dua hal penting 
yang sangat membutuhkan perhatian: Per -
tama, walaupun komisi menyadari bah -
wa pertumbuhan adalah penting un tuk 
memenuhi kebutuhan dasar ma nu sia, 
pembangunan berkelanjutan me ru pa -
kan sesuatu yang lebih dari sekedar per -
tumbuhan. kedua, komisi mencatat per-
lu nya keterpaduan antara pertimbangan 
ling kungan dan ekonomi sebagai strategi 
uta ma pembangunan berkelanjutan. Supaya 
hal ini terwujud, komisi menyimpulkan per-
lunya perubahan dalam sikap dan tujuan, 
serta kerangka institusi dan hukum pada 
setiap tingkatan. 
gagasan pembangunan berkelanjutan di 
In donesia telah diupayakan didalam pro-
gram dan strategi pengelolaan lingkungan 
se bagaimana tertuang dalam dokumen agen-
da 21 Indonesia. Agenda 21 Indonesia me-
ru muskan strategi nasional untuk pem-
ba ngunan berkelanjutan dikelompokkan 
men jadi empat bidang, yakni : (1) pelayanan 
ma syarakat; Agenda ini menyiratkan bahwa 
fo kus pembangunan dan pengelolaan ling-
ku ngan hidup di Indonesia diarahkan pada 
di mensi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan 
dimensi lain. Ada enam sub-agenda di ru-
muskan berkenaan dengan agenda pe la-
yanan masyarakat ini : (a) pengentasan ke-
miskinan; (b) perubahan pola produksi dan 
konsumsi; (c) dinamika kependudukan; (d) 
pengelolaan dan peningkatan kesehatan; (e) 
pengembangan perumahan dan pemukiman; 
dan (f) sistem perdagangan global, ins-
tr u men ekonomi, serta neraca ekonomi 
dan lingkungan terpadu.10 (2) pengelolaan 
9Bruce Mitchel, h. 32
10Ibid.
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lim bah; dirumuskan untuk memperbaiki 
kondisi dan kualitas lingkungan hidup ma-
nusia serta mencegah proses degradasi ling-
kungan hidup secara keseluruhan. Lima 
aspek yang menjadi sasaran utama agen-
da ini ialah : (a) perlindungan atmosfir; (b) 
pengeloaan bahan kimia beracun; (c) pe-
ngelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun; (d) pengelolaan limbah radioaktif; 
serta (e) pengelolaan limbah padat dan 
cair. (3) pengelolaan sumber daya tanah; 
didasari oleh pertimbangan bahwa proses-
proses pembangunan yang akan terjadi di 
Indonesia masih akan ditumpukan pada 
potensi sumberdaya tanah. Empat sub-
agen da dirumuskan berkaitan dengan hal 
tersebut, yakni : (a) penatagunaan sum-
berdaya tanah; (b) pengelolaan hutan; (c) 
pe ngembangan pertanian dan pedesaan; 
dan (d) pengelolaan sumber daya air dan 
(4) pengelolaan sumber daya alam. ; hal ini 
didasarkan atas kesadaran akan pentingnya 
menjaga keanekaragaman hayati. Dan ada 
tiga sub-agenda yang dirumuskan, yakni: 
(a) konservasi keanekaragaman hayati; 
(b) pengembangan bioteknologi, dan (c) 
pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan 
lautan. Sebagaimana dirumuskan dalam 
dokumen agenda 21 Indonesia, penanganan 
bagi ketiga aspek tersebut diarahkan pada 
upaya-upaya pelestarian dan perlindungan 
keanekargaman biologi pada tingkat genetik, 
spesies dan ekosistem, serta menjamin 
kekayaan alam, binatang dan tumbuhan di 
seluruh kepulauan Indonesia.
Teori Negara Hukum Kesejahteraan
Penggunaan teori Negara Hukum Ke se-
jah teraan didasarkan pada pemahaman bah-
wa negara memikul tanggung jawab da lam 
mensejahterakan hidup rakyatnya. Di da-
lam konteks kehidupan bernegara, upaya 
un tuk mensejahterakan rakyat merupakan 
tu juan utama dibentuknya negara sehingga 
ne g ara berupaya sepenuhnya dalam me-
me nuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Pe-
ma haman ini menjadi pangkal tolak dalam 
pe nyelenggaraan kehidupan bernegara ter-
masuk pengaturan kegiatan pembiayaan pe-
rekonomian masyarakat yang berwawasan 
ling kungan.
Di dalam negara hukum modern, negara 
dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya dan seluas-luasnya ke pa da 
masyarakat, sehingga semua lapisan ma-
syarakat dapat menikmati kesejahteraan 
da lam kehidupannya.11 Negara Republik 
In donesia menganut tipe negara modern, 
welfare state type. Di dalam mewujudkan ke-
sejahteraan kehidupan warganya, negara Re-
publik Indonesia menekankan pada ter ciptanya 
masyarakat adil, makmur dan me rata.
Penggunaan konsepsi negara ke se jah-
teraan bagi negara Republik Indonesia akan 
tam pak dari dua fungsi yang dijalankan 
yak ni fungsi regular (regularity function) dan 
fung si pembangunan (developing function). 
Fung si yang bersifat regular, sering disebut 
fungsi rutin, yang harus dilaksanakan oleh 
negara demi kelangsungan kehidupan ber-
ne gara. Sedangkan fungsi pembangunan 
me rupakan fungsi yang bertujuan untuk 
me ningkatkan kesejahteraan masyarakat, se-
per ti halnya pelestarian fungsi lingkungan 
hi dup dalam kegiatan perekonomian yang 
berkembang di masyarakat.
Teori Hukum Pembangunan
Berikutnya, teori Hukum Pembangunan 
yang memfungsikan peran hukum dalam 
aktivitas penyelenggaraan pembangunan 
nasional. Di Indonesia pernah dikenal Teori 
Pembangunan Hukum yang dikembangkan 
oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori tersebut 
dibangun atas teori kebudayaan Northop, 
teori orientasi kebijakan (policy-oriented) 
dari Laswell dan Mc Dougal serta teori 
hukum pragmatis dari Roscoe Pound.12
Teori Hukum Pembangunan sangat 
memperhatikan nilai-nilai budaya di 
Indonesia. Teori Hukum Pembangunan 
dirancang kearah pengembangan ranah-
ranah hukum netral seperti dibidang transaksi 
11Muchsan, h. 105-106
12Mochtar Kusumaatmadja, h. 6
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bisnis, perdagangan dan pertambangan.13 
Teori Pembangunan Hukum menjelaskan 
bahwa baik teori hukum dari negara-negara 
barat maupun pemikiran hakikat hukum 
dari alam pikiran di Indonesia adalah tidak 
perlu dipertentangkan antara maksud untuk 
mengadakan pembaharuan hukum melalui 
perundang-undangan dan penyaluran ni-
lai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam ma-
syarakat. Dengan demikian mirip dengan 
konsepsi law as a tool of social engineering dari 
aliran pragmatic legal realism, Mochtar Ku-
sumaatmadja mengemukan teori hukum 
sebagai sarana pembaharuan masyarakat. 
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam pe-
nelitian hukum normatif dengan pendekatan 
juridis-normatif atau yuridis-dogmatis, pen-
dekatan konseptual, dan pendekatan pe-
rundang-undangan. Melalui pendekatan 
ju ridis-normatif tersebut diharapkan da pat 
menjelaskan secara obyektif atas per ma sa la-
han yang diangkat dalam penelitian ini. 
Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian hukum kepustakaan yang ma-
na sumber bahan hukum penelitian ini 
hukum primer meliputi peraturan pe run-
dang-undangan mengenai konsep green 
constitution dalam penyelenggaraan ke gi atan 
ekonomi yang berkelanjutan dan ber wa-
wasan lingkungan. Studi kepustakaan ter-
sebut dilakukan secara sistematis terhadap 
peraturan perundang-undangan yang da-
pat ditelusuri dalam himpunan peraturan 
pe rundang-undangan yang ada.14 Kajian 
ter hadap bahan hukum yang digunakan 
ter se but mengarah pada pemahaman yang 
me madai tentang pengaturan konsep green 
constitution dalam pengelolaan kegiatan eko-
nomi yang berkelanjutan.
13Sidharta, h. 422
14P.M. Hadjon, h. 14.
Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik Pengaturan Konsep Green 
Constitution dalam Kegiatan Ekonomi 
Berkelanjutan.
Aspek ontologis
Aspek ontologis mengarah pada per ma-
salahan apa yang merupakan hakikat dari 
realitas. Konsep kehidupan tersebut ber-
anjak dari inti realitas adalah materi atau 
ide (gagasan)15. Konsep kehidupan ber an jak 
pada dominansi dari inti realitas itu sen diri. 
oleh karena di dalam perjalanan se jarah 
pemikiran manusia akan terjadi do minasi 
salah satu dari keduanya terhadap yang 
lainnya sehingga melahirkan aliran ma te-
rialisme dan idealisme.
Materialisme berpendapat bahwa hakikat 
dari realitas adalah materi. Segala sesuatu 
yang ada tersebut disusun oleh materi-materi 
tertentu. Materi adalah nyata sebagai realitas 
dasar sedangkan jiwa adalah gejala yang 
mengikuti materi.16 Sedangkan menurut ali-
ran pemikiran idealime bahwa hakikat dari 
realitas adalah rohani karena prinsip dasar 
segala sesuatu adalah ide pikiran dan jiwa.
Berikutnya berkembang aliran pemikiran 
dualisme. Aliran berpikir ini berpendapat 
bah wa hakikat dari realitas adalah ber sum-
ber pada materi dan rohani. Rene Des car-
tes menyebutkan kedua sumber sebagai 
ru ang atau materi berkeluasan (res extensa) 
dan kesadaran (res cogitans).17 Aliran pe-
mi ki ran dualisme menjadi pandangan pi-
li han karena dapat menjelaskan secara 
lang sung keberadaan atau hakikat dari rea-
li tas kehidupan manusia. Berdasarkan ali-
ran pemikiran dualisme maka hakikat dari 
realitas hubungan manusia dengan se sa-
manya dan alam sekitarnya dapat didasarkan 
materi dan rohani.
Konsepsi kehidupan manusia dan ling-
kungan hidup pada hakikatnya merupakan 
konsepsi yang terdiri atas dua komponen 
15A. Mukthie Fadjar, h. 24.
16Harold H. Titus, h. 200.
17Ibid.
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dalam satu bangunan yang saling mengu-
at kan. Penentu kehidupan manusia dan 
kon disi lingkungan hidup pada dasarnya 
akan kembali pada manusia sendiri. Hal ini 
berarti konsep yang dikembangkan di dalam 
kebijakan, hukum, peraturan perundangan 
di bidang lingkungan hidup pada dasarnya 
bersumber dari penyikapan manusia yang 
berpangkal tolak pada pertimbangan mo-
ral nya terhadap lingkungan hidup. Pola 
ke giatan ekonomi yang dijalankan oleh 
war ga masyarakat membutuhkan konsepsi 
pe ngelolaan lingkungan hidup sebagaimana 
yang telah diamanatkan oleh Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per lin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang menghendaki agar lingkungan hidup 
ini tetap baik dan sehat. 
Aspek epistemologis 
Pengaturan hukum yang berkembang 
dan dimanfaatkan dalam kehidupan ma-
nu sia adalah asas-asas, norma hukum dan 
institusi hukum yang dianggap telah me-
ngakomodasi berbagai kepentingan manusia 
termasuk hubungan antar manusia dengan 
alam sekitarnya dan lingkungan hidup. 
Kon sep hukum yang dikembangkan dengan 
pen dekatan analitis mekanistis memberi ke-
san menguatnya ciri normatif dari hukum. 
Se bagai ciri normatif dari hukum adalah pe-
negasan asas-asas, norma hukum dan ins-
ti tusi hukum dalam memenuhi kebutuhan 
ma nusia akan kepastian hukum, keadilan 
dan kemanfaatannya.
Berdasarkan arti pentingnya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat dalam lingkungan 
ke hidupannya, maka pada tanggal 3 oktober 
2009 telah diundangkan suatu Undang-Un-
dang yang mengatur pengelolaan ling ku-
ngan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pe ngelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu 
per timbangan dikeluarkannya Undang-Un-
dang tersebut adalah diperlukannya pe-
nyem purnaan terhadap Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-
Ke tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hi dup karena berkembangnya kesadaran ke-
hidupan bermasyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan hidup untuk mencapai tu ju an 
pembangunan berkelanjutan yang ber wa-
wasan lingkungan.
Salah satu segi kehidupan masyarakat 
yang dapat menimbulkan masalah hu kum 
di bidang lingkungan sehingga mem bu-
tuhkan pengembanan hukum praktis dan 
penyelesaian masalah hukum adalah ke-
giatan ekonomi yang dilaksanakan oleh 
war ga dilingkungan kehidupannya. Bank 
se ba gai lembaga yang menjalankan fungsi 
intermediasi, menurut Undang-Undang No-
mor 10 Tahun 1998 menyalurkan kembali 
dan yang telah dihimpun dari masyarakat 
ke pa da masyarakat, memegang peranan 
pen ting dalam perubahan ekosistem karena 
dapat menggerakkan kegiatan perekonomian 
masyarakat.
Pengaturan hukum pembiayaan ke gi-
atan usaha yang berwawasan lingkungan 
yang dijalankan oleh kalangan per ban-
kan, telah dituangkan dalam beberapa 
ke tentuan sebagai berikut: (1) Surat Eda-
ran Bank Indonesia Nomor: 21/9/UKU/1989 
tentang Kredit Investasi dan Penyertaan 
Modal, yang pada pokoknya mengatur 
ketentuan Perbankan hendaknya mem-
per hatikan AMDAL; (2) Surat Keputusan 
Direktur Bank Indonesia Nomor: 31/24/KEP/
DIR/1989 tentang Proyek Kredit Mikro yang 
pada pokoknya mengatur ketentuan kredit 
tidak digunakan untuk usaha yang merusak 
lingkungan; (3) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada 
pokoknya mengatur ketentuan hasil AMDAL 
bagi usaha besar dan berisiko penting; (4) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum yang pada pokoknya mengatur 
ketentuan bank perlu memperhatikan upaya 
yang dilakukan debitur dalam rangka 
memelihara lingkungan hidup.
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Sehubungan dengan pengaturan pem-
biayaan kegiatan usaha tersebut, Deputi 
gubernur Bank Indonesia Siti ch Fadjrijah 
menyatakan bahwa Bank Indonesia akan 
memperbaiki peraturan bagi perbankan 
dalam pemberian pembiayaan kegiatan 
usaha yang berwawasan lingkungan 
dengan keharusan memberikan laporan 
audit lingkungan. Ketentuan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor PBI 7/2/2005 sudah 
mengatur bahwa salah satu kri te ria dalam 
menilai Kualitas Aktiva Pro duktif perbankan 
adalah adanya analisis lingkungan. Namun 
belum dimuat kri te ria analisis lingkungan 
dalam aturan tersebut.
Kriteria penilaian dalam analisis ling-
kungan akan dimasukkan dalam Per-
aturan Bank Indonesia (PBI) yang baru 
atau memperbaiki PBI Nomor 7/2/2005 agar 
dalam pengajuan atau perpanjangan kredit 
besar harus ada laporan audit ling kungan 
yang dilakukan auditor in dependen yang 
diakui Kementerian Ling kungan Hidup. 
Aspek epistemologi dalam pengaturan 
hukum pembiayaan yang ber prinsip 
lingkungan inheren kriteria penilaian dalam 
analisis lingkungan ada lah mensistematisasi 
bahan-bahan hukum tersebut yang pada 
hakikat, tu juannya dan tuntutan penerapan 
pada ke hidupan masyarakat secara nyata. 
Struk tur logikal yang terbentuk dalam pe-
ngaturan hukum tersebut seyogyanya dapat 
menunjukkan kesatuan pemikiran dalam 
menjaga keberadaan kehidupan manusia. 
Aspek aksiologis
Perubahan kondisi sumber daya alam dan 
lingkungan terjadi di berbagai wilayah di 
Indonesia. Kondisi lingkungan tersebut me-
nunjukkan diantaranya penurunan kualitas 
dan ketersedian air karena adanya aliran 
su ngai yang telah tercemar oleh limbah 
dari kalangan domestik maupun industri. 
Kon sentrasi bahan kimia yang merupakan 
bahan pencemar telah diketemukan pada 
su ngai yang mengalir di berbagai wilayah 
di Indonesia. Penurunan kualitas dan da-
ya dukung lingkungan disebabkan ke ti-
dakmampuan kalangan industri me wu-
judkan pengelolaan kegiatan usahanya yang 
berwawasan lingkungan.
Perbankan sebagai penyedia dana bagi 
penelenggaraan kegiatan perekonomian se-
sungguhnya mempunyai peran yang sa-
ngat strategis dalam upayanya unt uk me-
ngendalikan pencemaran dan per u sak kan 
ling kungan. Kebijakan bank dalam pe ny-
aluran dana adalah memberikan per la ku-
an khusus baik sebelum maupun dalam 
pe nyaluran dana bagi kegiatan usaha na-
sa bah yang berpotensi menimbulkan pen-
cemaran dan atau perusakkan lingkungan. 
Dengan perlakuan bank tersebut diharapkan 
nasabah bank yang menjalankan kegiatan 
usaha tetap dapat menjaga kualitas dan 
daya dukung lingkungan hidup. Dan aspek 
aksiologis dalam hukum pembiayaan 
kegiatan usaha adalah mengkaji penerapan 
hukum pembiayaan kegiatan usaha yang 
berprinsip lingkungan terhadap perjanjian 
pembiayaan kegiatan usaha yang dibakukan 
oleh Bank-Bank yang menjalankan kegiatan 
operasionalnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dengan 
Bank Indonesia telah berkerjasama dalam 
penerapan hukum pembiayaan kegiatan 
usaha yang berprinsip lingkungan. Penerapan 
hukum tersebut melalui pengelolaan Two Step 
loan lingkungan JBIc-PAE yang dibiayai oleh 
JBIc Jepang dan IEPc-KfW yang dibiayai 
oleh KfW Jerman. Kerjasama tersebut telah 
berlangsung 10 tahun yang secara khusus 
Kementrian Lingkungan Hidup telah be-
ker jasama dengan kalangan perbankan, di-
antaranya dengan Bank BNI, BcA, BII, Bank 
Danamon, Bank Mandiri, Bank Lippo, BPD 
Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Bali, dan 
BPD Sumatera Barat.18
18Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup No.6/105/B.
gub/Humas tentang Peran Serta Sektor Perbankan 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat, 8 
September 2004
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Aspek Ideologi 
Peristilahan UUD 1945 sebagai Green 
Constitution disampaikan oleh Jimmly 
Asshidiqie dengan berdasarkan pemahaman 
yang mendalam mengenai kerusakan 
lingkungan hidup sehingga perlu diletak-
kan suatu dasar-dasar konseptual me nge-
nai persoalan lingkungan hidup dan pem-
bangunan (sustainable development) dengan 
ber wawasan lingkungan. Berikutnya, Un-
dang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme 
law of the land pada dasarnya telah memuat 
gagasan dasar mengenai kedaulatan ling ku-
ngan yang dapat disetarakan dengan konsep 
demokrasi dan nomokrasi.19
Substansi green constitution itu telah di-
muat dalam amandemen ke-empat UUD 
1945 Pasal 33 ayat (4) yang mengatur 
Perekonomian nasional diselenggarakan 
ber da sar atas demokrasi ekonomi de ngan 
prin sip kebersamaan, efisiensi ber ke a di­
lan, berkelanjutan, berwawasan ling ku-
ngan, kemandirian serta dengan men jaga 
keseimbangan kemajuan dan ke sa tuan eko-
no mi nasional. gagasan Green Constitution, 
ke daulatan lingkungan maupun konsepsi 
de mokrasi model baru yang diistilahkan 
ekokrasi (ecocracy) merupakan pencerminan 
dari Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) 
UUD 1945.20 
Negara Republik Indonesia menganut tipe 
negara modern, welfare state type. Di dalam 
me wujudkan kesejahteraan kehidupan 
war ganya, negara Republik Indonesia me-
le takkan konsep green constitution yaitu pe-
nyelenggaraan kehidupan bernegara dan 
berbangsa yang bersendikan pada upa ya 
pelestarian fungsi lingkungan hidup se hingga 
dapat mewujudkan terciptanya ma syarakat 
adil, makmur dan merata. Penggunaan 
kon sepsi negara kesejahteraan bagi negara 
Republik Indonesia akan tampak dari dua 
fungsi yang dijalankan yakni fungsi re-
gular (regularity function) dan fungsi pem-
bangunan (developing function). Fungsi yang 
bersifat regular, sering disebut fungsi rutin, 
19Jimmly asshiddiqie, h. X
20Jimmly Asshiddiqiqie,h. 5
yang harus dilaksanakan oleh negara de-
mi kelangsungan kehidupan bernegara. Se-
dangkan fungsi pembangunan merupakan 
fung si yang bertujuan untuk meningkatkan 
ke sejahteraan masyarakat, seperti halnya 
pe lestarian fungsi lingkungan hidup dalam 
ke giatan perekonomian yang berkembang di 
masyarakat.
Implikasi Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan 
Kegiatan Ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 
terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi
Interelasi pembangunan nasional terhadap 
pembangunan ekonomi berkelanjutan 
Konsep yang termuat dalam UUD 1945 
adalah pengaturan mengenai sustainable de-
velopment (pembangunan berkelanjutan). 
Per istilahan pembangunan berkelanjutan 
(sus tainable development) dalam United Na ti ons 
Conference on Human Environment (UNcHE) 
di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 adalah 
prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup 
dalam pengelolaan sumber daya alam yang 
bertujuan untuk kepentingan generasi yang 
hidup masa kini maupun yang akan datang. 
Konsep pembangunan dilaksanakan secara 
berkelanjutan telah mengakomodasikan 
berbagai kepentingan diantaranya manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
yang telah disediakan oleh alam disekitar 
kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan 
yang menjadi karakter pembangunan na-
si onal berpijak pada kepentingan manusia 
de ngan alam yang meliputi enviromental 
sus tainability, economy sustainability dan soci-
opolitical. Interelasi ketiganya dalam mem-
for mulasikan nilai, konsep dan penormaan 
pembangunan nasional untuk mecapai tu-
ju an bernegara sebagaimana yang termuat 
dalam Pembukaan UUD 1945.
 Tujuan bernegara akan dapat diwujudkan 
manakala masyarakat yang berkomitmen 
mem bangun bersinergi dengan kelembagaan 
pemerintah atau yang berkepentingan untuk 
menggerakkan segala potensi pembangunan 
dan meminimalkan berbagai kendala dan 
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tantangan. Sumber daya alam dimanfaatkan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
dengan tetap memperhatikan kelestarian 
fung si lingkungan hidupnya. Sumber daya 
alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai 
mo dal pertumbuhan ekonomi (resource based 
eco nomy) dan sekaligus sebagai penopang 
sis tem kehidupan (life support system). 
Pada saat ini, sumber daya alam sa ngat 
berperan sebagai tulang punggung pe-
rekonomian nasional, dan masih akan di-
an dalkan dalam jangka menengah. Namun 
di lain pihak, kebijakan ekonomi yang le-
bih berpihak pada pertumbuhan jangka 
pen dek telah memicu pola produksi dan 
konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan eks-
pansif sehingga daya dukung dan fungsi 
ling kungan hidupnya semakin menurun, 
bah kan mengarah pada kondisi yang meng-
kh a watirkan. Atas dasar fungsi ganda terse-
but, sumber daya alam senantiasa harus 
di kelola secara seimbang untuk menjamin 
keberlanjutan pembangunan. Penerapan 
prinsip-prinsip pembangunan yang ber ke-
lanjutan (sustainable development) di se-
luruh sector dan wilayah menjadi prasyarat 
utama untuk diinternalisasikan ke dalam 
ke bijakan dan peraturan perundangan, te-
ru tama dalam mendorong investasi pem-
ba ngunan jangka menengah (2004-2009). 
Prin sip-prinsip tersebut saling sinergis dan 
melengkapi dengan pengembangan tata 
pemerintahan yang baik (good governance) 
yang mendasarkan pada asas partisipasi, 
transparansi, dan akuntabilitas yang men-
dorong upaya perbaikan pengelolaan sum-
ber daya alam dan pelestarian fungsi ling-
kungan hidup. 
Pembentukan hukum ekonomi 
pembangunan Indonesia berdasarkan 
prinsip pelestarian lingkungan hidup
Penyelenggaraan pembangunan yang 
beraspek lingkungan hidup berlangsung se-
lama Pemerintahan dibawah Presiden Soe-
harto dengan membentuk Kementerian Ling-
kungan Hidup. Dalam kurun waktu sepuluh 
tahun setelah Konferensi PBB di Swedia 
maka pada tahun 1982 telah di Undangkan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN 
1982 No. 12) tentang ketentuan-ketentuan 
pokok Pengelolaan Lingkungan hidup se-
cara terpadu dengan mengamanatkan ke h a-
rusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pem-
bangunan dengan pengelolaan lingkungan 
hidup melalui apa yang dinamakan “pem-
ba ngunan berwawasan lingkungan” 
Pengaturan konsepsi pembangunan ber-
wawasan lingkungan dalam Undang-Un-
dang Lingkungan Hidup ini memberikan 
pe mahaman baru bagi penyelenggaraan pe-
nyenggaran pembangunan nasinal yang sedang 
berlangsung sebagaimana dia manatkan 
dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Ling-
kungan Hidup yang mengatur bahwa salah 
satu tujuan pe ngelolaan lingkungan hidup 
adalah pembangunan berwawasan ling-
kungan untuk kepentingan generasi sekarang 
dan mendatang. Berikutnya, di dalam Pasal 
3 Undang-Undang Lingkungan Hidup 
yang memuat tentang asas pengelolaan 
lingkungan hidup mengatur pengelolaan 
Lingkungan Hidup Berazaskan Pelestarian 
Kemampuan Lingkungan yang serasi dan 
seimbang untuk menunjang pembangunan 
yang berkesinambungan bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia.
Dalam perkembangan selanjutnya UU 
No. 4 Tahun 1982 dicabut dan digantikan 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 (LN 1997:68) tentang pengelolaan 
Ling kungan Hidup. Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 1997 menggunakan pe ris-
tilahan Pembangunan Berkelanjutan Yang 
Berwawasan Lingkungan Hidup. Pe-
nyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan 
Yang Berwawasan Lingkungan Hidup 
me nurut pertimbangan UU No. 23 Ta-
hun 1997 antara lain dalam rangka men-
da yagunakan sumberdaya alam untuk 
me ma jukan kesejahteraan umum seperti 
di a manatkan dalam UUD 1945 dan untuk 
men capai kebahagiaan hidup berdasarkan 
Pan casila, perlu dilaksanakan pembangunan 
ber kelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hi dup berdasarkan kebijaksanaan nasional 
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yang terpadu dan menyeluruh dengan mem-
perhitungkan kebutuhan generasi masa kini 
dan generasi masa depan.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 
mengatur suatu rumusan tentang pem-
bangunan berkelanjutan yang berwawasan 
ling kungan hidup (pasal 1 butir 3). Dise-
butkan dalam ketentuan tersebut bahwa pem-
bangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan hidup adalah upaya sadar dan 
terencana, yang memadukan lingkungan 
hid up, termasuk sumber daya ke dalam 
pro ses pembangunan untuk menjamin ke-
mampuan, kesejahteraan dan mutu hi dup 
generasi masa kini dan masa depan. Be ri-
kutnya dalam Undang-Undang tersebut 
men jelaskan “asas keberlanjutan” sebagai 
asas pengelolaan lingkungan hidup dan 
“pem bangunan berwawasan lingkungan hi-
dup” sebagai suatu sistem pembangunan. 
Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 yang me-
nya takan: “pengelolaan lingkungan hidup di-
s elenggarakan dengan asas tanggung jawab 
negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat 
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seluruhnya yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dan implikasi prinsip-prinsip penye leng-
ga raan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 
UUD 1945 terhadap pembentukan hukum 
ekonomi pembangunan Indonesia yaitu telah 
dilakukan perubahan yang mendasar pada 
cara pandang, konsep pembangunan nasional 
yang terintegrasi dengan pembangunan 
berkelanjutan sehingga dibutuhkan pola 
ba ru menuju penormaan hukum ekonomi 
pem bangunan berkelanjutan. Pemahaman 
langkah perubahan yang mendasar dalam 
cara pandang, konsep pembangunan nasional 
yang terintegrasi dengan pembangunan ber-
ke lanjutan ini merujuk pada teori Hukum 
Pem bangunan yang memfungsikan peran 
hu kum dalam aktivitas penyelenggaraan 
pem bangunan nasional.
Kesimpulan
Karakteristik pengaturan konsep green 
constitution dalam penyelenggaraan kegi-
atan ekonomi merujuk pada hakikat ke hi-
dupan manusia dalam kehidupan ber bang-
sa dan bernegara Pancasila yang se nan tiasa 
menjaga hubungan yang serasi se la ras 
dan seimbang dengan alam sebagai tem-
pat kehidupannnya. Mekanisme hukum 
pe nyelenggaraan kegiatan ekonomi yang 
berkelanjutan berlandasakan pada prinsip-
prinsip perekonomian nasional sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tujuan 
bernegara Indonesia telah dicantumkan da-
lam Pembukaan yang memberi arah dan 
ni lai perjuangan dalam menyelenggarakan 
ke giatan ekonomi. Dan implikasi prinsip-
prin sip penyelenggaraan kegiatan ekonomi 
me nurut Pasal 33 UUD 1945 terhadap pem-
bentukan hukum ekonomi pembangunan 
In donesia yaitu telah dilakukan perubahan 
yang mendasar pada cara pandang, konsep 
pembangunan nasional yang terintegrasi 
dengan pembangunan berkelanjutan se-
hing ga dibutuhkan pola baru menuju pe nor-
maan hukum ekonomi pembangunan ber-
kelanjutan. 
Saran
Karakteristik hukum kegiatan ekonomi 
berkelanjutan yang telah dipahami baik 
dari sisi hakikat, mekanisme, tujuan 
den ideologinya sejogyanya secara kon-
sisten dapat diterapkan dalam pe nye-
leng garaan pembangunan nasional yang 
berorientasi pada pembangunan ber ke-
lanjutan. cara pandang, nilai-nilai dan 
kon sep pembangunan nasional yang te lah 
berintegrasi dengan pembangunan ber ke-
lanjutan bukan hanya untuk memenuhi 
tun tutan formalitas belaka dalam tujuan 
ber negara akan tetapi sejogyanya dapat 
me nemukan tujuan bernegara yang secara 
subs tansial menjadi agenda pokok tujuan 
ber negara sampai akhir zaman. 
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